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Banyumas perly untuk disempurnakan'

bahwa

t sehubungan  dengan maksug tersebut di atas perlu
menetapkan Peraturan Bypati Banyumas tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi
Kabupaten Banyumas.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara

Tanggal 8 Agustus 1950 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Neaara Nomor 3952 ),
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6. Peraturan Dagrgp, Kaby

+ Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor
Investas; Kabupaten Banyumas

( Lembaran Daerapy Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 14

SeriD).
MEMUTUSKAN
,mpkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
KABUPATEN BANYUMAS,
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
zerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas:;
emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

upati adalah Bupati Banyumas; |
zntor adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Banyumas;

. : . "
¢pala Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi yang selanjutnya disebut denga

izi ' aten
&pala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabup
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Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi yang wilayah kerjanya dap

daﬁ Sati karamatan
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Pasal 3
 Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepal
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nenyelenggarakan pelayanan perizinan dap investasi secara efektlf dan efisi
pemngkatan — ¢ efisien guna
mengkoordmaSIkan pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan pelayanan
erizinan dan investasi kepada bawahan guna optimalisasi pelayanan:
mengorganisasikan langkah-langkah inovasi dalam rangka menumbuhkan iklim usaha

yang kondusif di bidang investasi:
engkoordinasikan penelitian persyaratan administrasi dan peninjauan lokasi oleh

Tmguna kelancaran pelaksanaan tugas;
mengoreksi berkas permohonan izin dan investasi sesuai ketentuan yang berlaku;

menandatangani surat pemberian/penolakan izin atas nama Bupati mendasarkan

pada pertimbangan teknis dari Tim serta kebijakan Daerah;
menyelesaikan permasalahan perizinan dan investasi sesuai dengan bidang tugasnya

&g timbul sebagai akibat dikeluarkannya izin;
' Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
"mbimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi

Meksanaan tugas:
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Pasal 7
pBagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan umum, rumah
fengkapan, keuangan dan kepegawaian dalam rangka mendukung pel:’aks::aa;a:jgg:;
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Pasal 8

4an Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikyt -

- mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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Pasal 9
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Pasal 11

i Pelayanan Il mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan
hasil pemeriksaan dan pembuatan

ai bahan pertimbangan pengambilan

ja Seks

pjauan lapangan, pembuatan berita acara

angan surat pemberian/penolakan izin sebag

fusan Kepala Kantor.

Pasal 12

ian Tugas Kepala Seksi Pelayanan |l sebagai berikut :
membuat konsep kebijakan teknis pelaksanaan peninjau

hasil pemeriksaan dan pembuatan rancangan surat pemberiar

asan dalam penetapan kebijakan teknis;
wal kegiatan Seksi Pela

an lapangan, penyusunan
/penolakan izin sebagai

bahan pertimbangan at
yanan I sebagal

Membuat rencana, program kerja dan jad

naan

Pedoman pelaksanaan tugas,
uk kelancaran pelaksa

 Menjabarkan dan membagi tugas ke
tUgas;

pada pawahan unt



garakan peninjauan |g
Y‘la ganaan gun Pangan p,
gt a kelancargp, Olalui pg
eriksaan; Srta g mbemukan
%l b Tim dan pambuata
n

g angan an
puﬂl cancangan  surat Pemberigp Pombuatan beyit
# " |gpangan maupun tidak, gep, Peno acarn
i .
¢ pengaduan masyarakat daig Wb
m
0 mbangan pemberian izn pel

laka
n |
u
Nluk yang mamarlukan

penga

an Pe
nln]auan |Bpﬂngﬂﬂ gai
sabagai

m
M qadn tugas, e
an efektivitas dan efisiensi

ak
@

manyele
perie" Pendataan dg
i koordinasi sis kebi N pemutakhiran d
ksanakan oordinasi dalam unit y ebljakan; ata
erja,
antar unit kerja, dengan inst
; ansi

e

nggafaka" kegiatan inventarisas:
penolakan izin sebagai bahan o
anali

ptah tainnya dan lembaga masyarakat g
un informal gu . an/atau m
maup ; guna tercapainya sinkronisas asyarakat terkait baik secara
embin . Si
nakan P aan, pemberian bimbingan g pelaksanaan tugas;
yPT dan/atau Keca an penga i -
Kepada, . matan dalam melaksanak gawasan teis fingsin
glam n9KP tugasnya, an tugas yang dilimpahkan
me|aporkan kegiatan Seksi Pelayanan Il sebagai pertangg
kan tugas lain iberi ungjawaban kegiatan;
nelaksand g yang diberikan oleh atasan sesuai dengan b o
ngan bidang tugasnya

na tercapainy@ tujuan organisasi.

Bagian Kelima
Seksi Investasi
Pasal 13
punyai tugas pokok menyelenggarakan penumbuhan iklim

estasi Daerah melalui pendataan potensi Daerah, promosi, pemberian fasilitasi dalam
alian investasi serta penyiapan bahan insentif bagi para pelaku

pala Seksi Investasi mem

izinan dan pengend
sha di Kabupaten Banyumas.

Pasal 14
ai berikut :

pala Seksi investasi sebad
lolaan investasi dal

enge

mian Tugas Ke
am penetapan kebijakan

‘membuat konsep kebijakan teknis P

kegiatan Seksi Investasi sebagai

teknis;
) membuat rencana, program
pedoman pelaksanaan tugas,
t e

Menjabarkan dan membagi tUgas

kerja dan jadwal

lancaran pelaksanaan

kepada pawahan untuk ke



an penyusunan
peta
Potensi Dagr h
a
Sebagai
bahan in

garakan pelayanan investac:
Stas; Quna formasi bagi

- iga :
 pinak K€ tiga ke Daerah; eCara mandiri maupun ker
erasama

denga akan penyuluhan pel
o man masyarakat; inan dan in

pimbing dan menilai kinerja bawahan g
_ una meni
angen ugas; ningkatkan efektivitas dan efisiensi

garakan kegiatan inventarisasi
. . tarisasi, pendataan dan :
han analisis kebijakan; pemutakhiran data investasi

me
gla

12981 02
yusun pahan rekomendasi permohonan inv i
estasi dengan fasilitas dan/atau insentif

qanaman modal sebagai bahan pertimbangan Bupati;

el
bangan dan mel
a
kukan pengawasan proses realisasi investasi yang

memantau perkem
sahanya men
alisasi pelayanan,

erikan informasi kebijak
a meningkatkan pemahaman tentang bidang tugasnya;
n instansi

y dapat fasili
i pat fasilitas penanaman modal dan/atau insentif Daerah guna

optim
memb

an teknis pelayanan investasi serta kebijakan dan

requlasi investasi nasional gun

sanakan koordinasi dala
a masyarakat dan/atau masyarakat ter

painya sinkronisasi pelaksanaan tugas.

si sebagai penanggungjawaban kegiatan;
i dengan bidang tugasnya

melak m unit kerja, antar unit kerja, denga
kait baik secara

pemerintah lainnya dan lembag

maupun informal guna terca
rkan kegiatan Seksi Investa

formal

) melapo

 melaksanakan tugas lain yangd diberikan oleh atasan sesua

r unit kerja, dengan instansi

kat terkait paik secara

quna tercapainya tujuan organisasi;
. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, anta

painya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
giatan;

sebagal pertanggungjawaban ke
gan bidand tugasnya

pemerintah lainnya dan lembaga
frmal maupun informal guna terca
\ melaporkan kegiatan Seks! Investasi
ai den

' Melaksanakan tugas lain yand d

na tercapainya tujuan organisas-



|

* peraturan Perundang-undangan yang peria,

BAB Iv
TATAKERJA
Pasal 17
pdla Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

#h Bupati.

Pasal 18
¢ompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing
gimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya dan ditunjuk

ih Kepala Kantor.

Pasal 19
4em melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para
Cpala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
yasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam
"Wungan masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas

Nioknya,
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Pasal 22
) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum ditetapkan
ebih lanjut dengan Peraturan Kepala Kantor berdasarkan formasi jabatan yang
dtetapkan dengan Peraturan Bupati.
) Pembentukan Sub-sub Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Kantor berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.
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